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ABSTRAK

Dewi Sefiyani, 2026, 22742302351, Analisis Pertimbangan Hakim dalam
Putusan Verstek Cerai Talak Tanpa Penetapan Hak Mantan Istri dan Anak (Analisis
Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi Dari Perspektif Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2018) Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAIN
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Agama
Tanjungpinang Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi yang mengabulkan cerai talak
secara verstek, namun tidak menetapkan natkah ‘Iddah, mut'ah, dan nafkah anak
tanpa adanya pertimbangan eksplisit mengenai nusyiiz sebagaimana diatur Pasal
149 KHI. Ketiadaan alasan ini memicu ketidakpastian hukum dan kesenjangan
antara norma dan praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan
hakim dalam perkara tersebut dari perspektif teori keadilan, perlindungan hak, dan
kewenangan ex officio.

Penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum, perundang-undangan, dan kasus. Data primer diperoleh melalui
dokumen putusan serta wawancara dengan hakim dan panitera perkara terkait. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didominasi oleh pendekatan
legal formal prosedural, di mana ketidakhadiran Termohon ditafsirkan sebagai
pelepasan hak dan hakim membatasi amar demi menghindari ultra petita. Secara
teoretis, putusan kaku ini belum mewujudkan keadilan substantif (John Rawls) bagi
pihak yang paling tidak beruntung (the least advantaged). Selain itu, perlindungan
hak dalam KHI serta kewenangan ex officio hakim (SEMA No. 3/2018) mengalami
kelumpuhan fungsional akibat kepasifan hukum konvensional yang lebih
mengutamakan teks hukum acara daripada kemaslahatan manusia (Hukum
Progresif), sehingga gagal mengantisipasi risiko penelantaran ekonomi perempuan
dan anak pasca-perceraian.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Verstek, Hak Mantan

Istri dan Anak, Ex Officio.
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ABSTRACT

Dewi Sefiyani, 2026, 22742302351, Analysis of Judge's Considerations in
Default Divorce Decisions Without Determining the Rights of Ex-Wives and
Children (Analysis of Decision Number 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi from the
Perspective of Supreme Court Circular Letter Number 3 Of 2018), Islamic Family
Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

This research is motivated by the Tanjungpinang Religious Court Decision
Number 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi, which granted a talak divorce in absentia but did
not stipulate ‘lddah maintenance, mut'ah, and child maintenance without any
explicit consideration of nusyiiz as regulated by Article 149 of the Compilation of
Islamic Law (KHI). The absence of this reasoning triggers legal uncertainty and a
gap between norms and practice. This research aims to analyze the basis of the
judge's considerations in the case from the perspective of justice theory, rights
protection, and ex officio authority.

The research used is empirical law with an approach of legal sociology,
legislation, and case studies. Primary data were obtained thru decision documents
and interviews with judges and court clerks related to the cases. The research
results show that the judge's considerations are dominated by a legal formal
procedural approach, where the absence of the Respondent is interpreted as a
waiver of rights and the judge limits the ruling to avoid ultra petita. Theoretically,
this rigid decision has not yet realized substantive justice (John Rawls) for the least
advantaged party. Furthermore, the protection of rights in the KHI and the ex
officio authority of judges (SEMA No. 3/2018) have experienced functional
paralysis due to the passivity of conventional law, which prioritizes procedural
legal texts over human welfare (Progressive Law), thus failing to anticipate the risk
of economic neglect of women and children post-divorce.

Keywords: Judge's Consideration, Verstek Decision, Rights of Ex-Wife
and Child, Ex Officio.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu abjad ke abjad yang lain, transliterasi
Arab-Latin disini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin
beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan
transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1.0

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
i Alif dilanq;lioifgkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
<o Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh ka dan ha
> Dal D De
5 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
B Ra R Er
B Zai V4 Zet
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o Sin S Es

53 Syin Sy es dan ye
P Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
b Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ) koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge

b Fa F Ef

é Qaf Q Ki

4 Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

o Nun N En

9 Wau \W% We

2 Ha H Ha

s Hamzah ¢ Apostrof

3 Ya Y Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:



Tabel 2.0

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A
- Kasrah I I
- Dammah U U

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:
Tabel 3.0

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

N Fathah dan ya Ai adanu

.3 Fathah dan wau Au adanu

Contoh:
S - kataba
Ju - fa'ala
Jee - suila
(S - kaifa
Jy— - haula
C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:



Tabel 4.0

Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
S Fathah dan alif A a dan garis di atas
atau ya
TS Kasrah dan ya I i dan garis di atas
.3 Dammah dan U u dan garis di atas
wau
Contoh:
J6 - qala
& - rama

(8 - gila

3}24 - yaqiilu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah

“h”.Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

JLAA!\ 2% - raudah al-atfal/raudahtul atfal

s ° Soo /o _ _
5yxall 503 - al-madinah al-munawwarah/al-madinatul-
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munawwarah

° o

asb - talhah
E. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Putusanya perkawinan disebabkan ketidakrukunan disebut dengan istilah
perceraian.! Perceraian adalah salah satu cara putusanya hubungan yang diatur
dalam sistem hukum Indonesia, peceraian bisa diajukan oleh suami maupun istri
ke Pengadilan Agama yang berwenang. Dalam perkara cerai talak, suami
sebagai pihak yang mengajukan permohonan talak memiliki kewajiban hukum
terhadap mantan istri setelah ikrar talak diucapkan. Ketentuan itu diatur dalam
pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :?

Apabila perkawinan putusan karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang

atau benda, kecuali bekas isteri tersebut gobla al dukhul,

2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama
‘Iddah, kecuali bekas isteri selama telah dijatuhi talak ba’in atau nuysuz
dan dalam keadaan tidak hamil;

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila
qobla al dukhul;

4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai

umur 21 tahun.

! Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum perceraian (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022),
hlm. 6.
2 Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.



Menurut Surah Al-Baqarah ayat 241 suami memiliki kewajiban untuk
memberikan mut'ah (hiburan/pemberian) kepada wanita yang dicerai dengan
cara yang baik (ma'ruf) sesuai kemampuan, sebagai kewajiban bagi orang-
orang yang bertakwa (haqqan 'alal-muttaqin) :

o ) Je s ey e Il

Artinya : Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut‘ah dengan cara

yvang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang
bertakwa.’

Menurut Sayyid Sabiq dalam (Dewi Sefiyani, 2024) Talak ialah
melepaskan ikatan pernikahan antara pasangan suami istri.* Talak merupakan
pernyataan suami di muka Pengadilan Agama yang menjadi salah satu
penyebab putusnya perkawinan.’ Pada pemeriksaan perkara cerai talak, hakim
pada praktiknya dapat mejatuhkan dua jenis putusan : Pertama, putusan yang
mewajibkan suami memberikan nafkah ‘Ilddah, mut’ah, madhiyah, serta nafkah
anak. Kedua, putusan yang tidak membebankan kewajiban tersebut sama sekali.

Menurut M. Yahya Harahap dalam (Sudirman L, 2021) Putusan verstek
ialah putusan hakim tanpa kehadiran termohon yang telah dipanggil secara sah,
yang bisa menolak seluruh atau sebagian gugatan atau menyatakan gugatan

tidak bisa di terima, bukan otomatis mengabulkan gugatan terhadapnya.® Jika

8 QS. Al-Baqarah (2) : 241.

4 Dewi Sefiyani dkk., “Pergeseran Nilai-nilai Kesakralan Pada Pernikahan : Analisis Isu
Perceraian Youtuber Ria Ricis,” Jurnal Hukum Keluarga Vol. 05 (2024): hlm. 14,
https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02.

5> Abdurrahman Rahim, “Kepastian hukum dalam eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan
dan anak pasca putusan perceraian: Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta” (UIN
Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 12.

¢ Sudirman L, “Hukum Acara Peradilan Agama” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021),
him. 43.



https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02.

dipandang melalui teori keadilan hukum hal itu belum sesuai, karena dapat
diketahui bahwa dalam teori keadilan terdapat dua unsur yang harus terpenuhi
yaitu unsur hak dan unsur manfaaat.’

Karena asas yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia adalah wultra
petitum yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak
dituntut atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut.® Ketentuan
tersebut tertuang dalam Pasal 178 ayat (3) Het Herziene Indonesisch Reglement
(HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg. Terlepas dari asas ultra petitum tersebut,
hakim yang bertugas sebagai pengadil, bisa saja mengkesampingkan asas itu,
karena seorang hakim memiliki hak khusus karena jabatannya yaitu hak ex
officio, yang mana hakim dapat memutus suatu perkara lebih dari apa yang
dituntut.” Kewenangan ex officio sebagai amanat agar pengadilan membantu
para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan.

Setiap putusan pengadilan dalam perkara perceraian tidak hanya ditujukan
untuk mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga harus memberikan
perlindungan terhadap hak-hak para pihak, khususnya hak mantan istri dan

anak. Dalam konteks tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor

7 Aprilia Septyaningsih, “Pemenuhan Hak-hak Istri Akibat Cerai Talak Pada Putusan
Verstek Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/Pdt. G/2022/PA.
Kab. Mn)” (IAIN Ponorogo, 2023), hlm. 5.

8 Rommy Hardyansah dkk., “Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Di Pengadilan,”
TARUNALAW:  Journal of Law and Syariah 02, no. 02 (2024): hlm. 199,
https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.209.

9 Endrik Safudin Muhamad Amzad, “Hak Ex Officio Hakim Dan Permasalahan Nusyiiz
Dalam Perkara Cerai Talak,” Jurnal Antologi Hukum 3, no. 2 (2023): hlm. 322,
https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2596.
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https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2596.

3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
memberikan pedoman bahwa hakim dalam perkara cerai talak dapat
menggunakan hak ex officio untuk menetapkan kewajiban suami membayar
mut'ah, natkah ‘Iddah, natkah madhiyah, maupun nafkah anak, meskipun tidak
dimohonkan secara tegas dalam petitum, sepanjang tidak terdapat fakta yang
menunjukkan istri terbukti nusyiz. Pedoman tersebut menunjukkan bahwa
hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum secara formal, tetapi juga
memiliki kewenangan untuk mewujudkan keadilan substantif melalui
perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Dengan
demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjadi
landasan penting bagi hakim dalam menggunakan kewenangan ex officio guna
memastikan bahwa putusan perceraian tetap menjamin terpenuhinya hak
mantan istri dan anak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa
kewajiban naftkah mut’ah berlaku bagi mantan istri yang ba ‘da dukhul dan Pasal
149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Natkah ‘Iddah
berlaku bagi mantan istri yang tidak nusyiiz.'"® Di sisi lain, Pasal 41 huruf
¢ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
3 Tahun 2018, terus mendorong penguatan hak-hak perempuan dan hakim dapat
membebankan nafkah secara ex officio meskipun istri tidak memintanya atau

tidak hadir dalam persidangan. Seperti dalam Putusan Pengadilan Agama

1% Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.



Jember Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr, hakim menggunakan kewenangan ex
officio yang mewajibkan kepada pemohon untuk memberikan nafkah ‘Iddah
dan mut’ah kepada termohon. Meskipun hal tersebut tidak ada dalam tuntutan
yang diajukan oleh pemohon.'!

Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 641/Pdt.G/2025/PA. Tpi
merupakan putusan cerai talak yang dijatuhkan secara verstek karena termohon
tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga
perkara diperiksa tanpa kehadirannya. Dalam putusan tersebut hakim
mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj 7 dengan
pertimbangan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan sejak
Oktober 2023 yang ditandai dengan perselisihan pertengkaran terus-menerus
serta pisah tempat tinggal selama kurang satu tahun sembilan bulan dengan
didukung alat bukti keterangan dua orang saksi. Namun demikian meskipun
perceraian dikabulkan, hakim tidak menetapkan kewajiban pemohon untuk
memberikan natkah ‘Iddah maupun mut’ah kepada termohon dan menetapkan
nafkah anak tanpa adanya pertimbangan ekplisit mengenai nusyiiz atau alasan
lain yang secara tegas meniadakan hak-hak mantan istri dan anak sebagaimana
diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. '?

Fenomena menarik terjadi dalam Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi
di Pengadilan Agama Tanjungpinang, dimana hakim mengabulkan permohonan
cerai talak namun tidak menetapkan hak mantan istri bagi termohon dan natkah

anak tanpa disertai uraian pertimbangan mengenai dasar hukum peniadaan hak

1 Pytusan Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA Jr.
12 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi



tersebut, seperti adanya nusyiiz atau keadaan lain yang secara normatif dapat
menghapus kewajiban suami. Ketiadaan alasan ini menimbulkan ketidakpastian
hukum karena amar putusan tidak mencerminkan hubungan utuh antara fakta
hukum norma Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2018, akibatnya putusan tersebut menimbulkan
kesenjangan antara norma dan praktik.

Status verstek memberikan tantangan tersendiri bagi hakim dalam menggali
kebenaran materiil, hakim harus berhati-hati dalam menuntukan apakah
ketidakhadiran istri merupakan bentuk pengakuan atas tuduhan nusyiiz ataukah
murni karena kondisi rumah tangga yang sudah tidak mungkin dipertahankan
(broken marrige) yang seharusnya tetap menjamin hak mantan istri. Ketidak
konsisten penerapan parameter nusyiz dalam putusan verstek berpotensi
merugikan hak mantan istri.

Selain berdampak pada aspek kepastian hukum, penafsiran yang keliru
terhadap ketidakhadiran Termohon dalam sidang verstek juga berpotensi
menimbulkan kerentanan ekonomi bagi perempuan pasca perceraian.
Ketidakhadiran Termohon tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk
pengakuan atas dalil nusyiiz ataupun sebagai dasar untuk menghapus hak-hak
ekonominya.'® Dalam praktik, ketidakhadiran tersebut dapat disebabkan oleh
berbagai faktor, seperti keterbatasan akses informasi, kendala ekonomi, kondisi

psikologis, maupun hambatan geografis. Apabila hakim menafsirkan

13 Elsa Maya Sari, dkk. “Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian
dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif
Imam Al Ghazali” (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025), hlm. 76.



ketidakhadiran tersebut sebagai alasan untuk tidak menetapkan hak mantan istri
tanpa pertimbangan hukum yang jelas, maka perempuan berisiko kehilangan
hak mut'ah, nafkah ‘Iddah, maupun hak ekonomi lainnya yang seharusnya
diterima. Kondisi ini dapat memperburuk kerentanan ekonomi perempuan
setelah perceraian dan bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum serta
prinsip keadilan yang menghendaki perlindungan terhadap pihak yang berada
dalam posisi lebih lemah.

Berdasarkan hasil studi dokemen diketahui adanya kesenjangan nyata
antara kewajiban normatif dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan parktik
dilapangan, dalam putusan nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi bahwa perkara cerai
diputus secara verstek tanpa disertai penetapan hak mantan istri dan anak dalam
amar putusan dan pertimbangan hakim tidak secara ekplisit menjelaskan alasan
tidak menetapakan hak bagi mantan istri dan anak yang akan menimbulkan
kerentanan ekonomi. Meskipun terdapat putusan verstek cerai talak yang
memberikan hak-hak mantan istri pasca perceraian terpenuhi, yaitu Putusan
Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr. penelitian ini difokuskan pada analisis
pertimbangan hakim dalam putusan talak verstek yang tidak menetapkan natkah
mantan istri dan anak, dengan meninjau kesesuainnya terhadap Pasal 149
Kompilasi Hukum Islam dan asas keadilan hukum yang bertujuan untuk
mengetahui alasan hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio yang
diatur dalam Pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Sema No.

3 Tahun 2018. Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, penulis



tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian
dengan judul :

“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Cerai Talak
Tanpa Penetapan Hak Mantan Istri dan Anak (Analisis Putusan Nomor
641/Pdt.G/2025/PA.Tpi Dari Perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2018)”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang
dimaksud, maka skripsi ini akan membahas di ruang lingkup Putusan Nomor
641/Pdt.G/20205/PA.Tpi dengan fokus utama pada kekosongan pertimbangan
hakim tanpa menetapkan hak mantan istri dan anak dalam perkara cerai talak
yang diputus secara verstek serta penggunaan hak ex offcio hakim berdasarkan
perlindungan hukum dan keadilan hukum yang terdapat dalam Pasal 149
Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2018.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor
641/Pdt.G/2025/PA.Tpi tanpa penetapan hak mantan istri dan anak?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor

641/Pdt.G/2025/PA. Tpi tanpa penetapan hak mantan istri dan anak



dalam perkara verstek ditinjau dari teori keadilan, perlindungan hak dan

ex officio?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

a.

b.

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor
641/Pdt.G/2025/PA tanpa penetapan hak mantan istri dan anak.

Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan nomor
641/Pdt.G/2025/PA.Tpi tanpa penetapan hak mantan istri dan anak
dalam perkara verstek ditinjau dari teori keadilan, perlindungan hak

dan ex officio..

2. Kegunaan Penelitian

a.

b.

Kegunaan Teoritis

Penenlitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam
pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait
pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak yang diputus secara
verstek. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman
teoritis terhadap penetapan hak-hak mantan istri dan anak
sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam,
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.
Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

mendalam bagi masyarakat mengenai perlindungan hak-hak



mantan istri dan anak dalam perkara cerai talak, sekaligus menjadi
bahan refleksi bagi para praktisi hukum dan hakim dalam
menyusun pertimbangan hukum yang jelas, konsisten, dalam

perkara cerai talak, khususnya yang diputus secara verstek.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian ini mengembangkan dan menindaklanjuti hasil penelitian
sebelumnya untuk menghindari duplikasi kajian dan menyediakan acuan kajian
baru. Dari riset awal penulis menemukan beberapa informasi terkait topik yang
di bahas, meliputi :

Pertama, Skripsi Aprilia Septyaningsih tahun 2023, dengan judul
“Pemenuhan Hak-Hak Isteri Akibat Talak Pada Putusan Verstek Ditinjau Dari
Teori Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor:
1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)”. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan
bahwa  pertimbangan  hakim dalam  putusan nomor  Nomor:
1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn belum sepenuhnya sesuai dengan teori keadilan
hukum, karena istri tidak menerima haknya (mut’ah dan natkah ‘Iddah) dan
suami tidak dibebani kewajiban tersebut, meskipun hakim memiliki hak ex
officio. Meskipun sebagian dasar hukum sudah sesuai, masih ada ketidaksesuain
karena belum sepenuhnya menjamin hak-hak istri yang ditinggalkan suaminya.

Perbedaan skripsi Aprilia dan penelitian penulis terletak pada fokus
penelitian. Skripsi Aprilia berfokus pada pemenuhan hak-hak istri pasca talak

dengan teori keadilan hukum dan menitikberatkan pada hasil putusan yang

10



dinilai belum adil karena istri tidak memperoleh natkah mut’ah dan nafkah
‘lddah meskipun hakim memiliki kewenangan ex officio. Sementara penelitian
yang dilakukan penulis lebih menekankan pada analisis pertimbangan hakim,
khususnya alasan yuridis dan normatif hakim dan tidak menggunakan
kewenangan ex officio untuk menetapkan nafkah mantan istri, sehingga fokus
penelitian penulis terletak pada proses pengambilan keputusan hakim dan bukan
semata-mata pada akibat hukum dari putusan. Persamaan diantara dua
penelitian ini adalah mengkaji tentang perlindungan hak-hak istri dalam perkara
cerai talak di pengadilan agama dan sama-sama meneliti putusan pengadilan
yang tidak mencantumkan hak-hak mantan istri pasca perceraian.

Kedua, Skripsi Zhahwa Nurdhyani tahun 2021 dengan judul “Disparitas
Putusan Cerai Talak Verstek Dan Korelasinya Terhadap Hak-Hak Mantan Istri
(Studi Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg
dan Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg”. Hasil penelitian dalam perkara No.
2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg, majelis hakim mengabulkan cerai talak verstek
secara ex officio dengan membebankan nafkah ‘/ddah Rp 3.000.000 dan mut ’'ah
karena termohon tidak nusyiiz sesuai dengan fiqih (wajib bagi talak raj’7)
dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pasal 41 Undang-
Undang Perkawinan. Sebaliknya perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg hanya
mengabulkan permohonan pokok tanpa pembebanan hak mantan istri,
berpedoman pada ultra petita (pasal 178 ayat 3 HIR) dan pasal 41 huruf c

Undang-Undangan perkawinan bersifat fakultif.
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Perbedaan skripsi Zhahwa dengan penelitian penulis terletak pada fokus
penelitian. Skripsi Zhahwa berfokus pada analisis perbandingan putusan untuk
melihat ada disparitasi putusan cerai talak verstek terhadap pemenuhan hak-hak
mantan istri, dimana satu putusan menetapkan natkah ‘/ddah dan mut’ah secara
ex officio berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-
Undang perkawinan, sedangkan putusan yang lainnya tidak menetapkan hak
mantan istri dengan prinsip ultra petita. Sementara penelitian penulis berfokus
pada analisis pertimbangan hakim, khususnya alasan yuridis dan normatif
hakim dan tidak menggunakan kewenangan ex officio untuk menetapkan
nafkah mantan istri, sehingga penelitian penulis berbeda dari sisi fokus, metode,
dan objek kajian. Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian
penulis ialah sama-sama mengkaji perkara cerai talak secara verstek serta
menempatkan kewenangan ex officio hakim sebagai aspek penting dalam
pemenuhan atau tidak terpenuhi hak mantan istri pasca perceraian.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Endrik Safudin dan Muhamad Amzad tahun
2023 dengan judul Hak Ex Officio Hakim Dan Permasalahan Nusyiiz Dalam
Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 878/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr). hasil
penelitiannya dari segi hukum perdata tindakan yang dilakukan majelis hakim
mengenai hak ex officio dalam perkara cerai talak nomor
687/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr tidak melanggar salah satu asas petita sebab
majelis hakim mengimplementasikan hak ex officio berdasarkan pasal 41
Hururf C Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang mana mendahulukan

ketentuan khususnya. Mengenai termohon terbukti nusyiiz maka dia tidak akan
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mendapatkan nafkah ‘I/ddah dan dalam perkara ini hakim melihat bahwa
pemohon tidak ingin membayar nafkah pasca perceraian.

Perbedaan jurnal Endrik dan Muhamad dengan penelitian penulis terletak
fokus analisis. jurnal Endrik dan Muhamad menitikberatkan pada analisis
penerapan kewenangan ex officio hakim dalam perkara cerai talak dari
perspektif hukum perdata, khususnya untuk menilai apakah tindakan majelis
hakim melanggar asas petita. Sementara penelitian penulis berfokus pada
analisis pertimbangan hakim dalam putusan verstek cerai talak yang tidak
menetapkan nafkah mantan istri, dengan menelaah dasar yuridis dan
pertimbangan normatif hakim, sehingga penelitian ini berbeda dari segi fokus
kajian, dan objek penelitian. Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan
penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji kewenangan ex officio hakim
dalam perkara cerai talak, khusus terkait penetapan nafkah pasca percerain.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Gunawan dkk tahun 2024 dengan judul
Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai
Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro. Hasil penelitiannya
Pengadilan Agama Bojonegoro mengimplementasikan membebankan nafkah
pada perkara cerai talak ketika istri tidak hadir di persidangan tetapi diketahui
keberadaannya dan hakim menggunakan kewenangan ex officio untuk
membebankan hak nafkah pasca perceraian secara variatif dan relatif karena
menyesuaikan dengan kondisi pihak dengan mempertahankan asas keadilan.

Perbedaan Jurnal Gunawan dkk dan penelitian penulis terletak pada fokus

penelitian dan objek kajian, jurnal Gunawan dkk menitikbertakan pada
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implementasi penetapan nafkah dalam perkara cerai talak verstek, dimana
Pengadilan Agama Bojonegoro tetap membebankan nafkah pasca perceraian
kepada istri yang tidak hadir di persidangan tetapi diketahui keberadaannya
dengan menggunakan kewenangan ex officio secara variative dan relatif sesuai
kondisi para pihak serta berorientasi pada asas keadilan. Sementara penelitian
penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam satu putusan verstek
cerai talak yang tidak menetapkan nafkah mantan istri, menelaah dasar yuridis
dan pertimbangan normatif hakim, sehingga penelitian penulis berbeda dari segi
fokus kajian dan objek penelitian. Persamaan antara dua penelitian ini adalah
mengkaji perkara cerai talak secara verstek dengan menitikberatkan
kewenangan ex officio hakim.

Kelima Jurnal yang ditulis oleh Abdul Jamil dan Muliadi Nur tahun 2022
dengan judul Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex
Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian. Hasil penelitian
bahwa perlindungan hukum dan keadilan merupakan jaminan negara melalui
peran aktif hakim dalam membantu mencari keadilan mendapatkan hak-haknya
pasca cerai talak dengan putusan, perlindungan tersebut dilaksanakan dengan
menggunkan kewenangan ex officio hakim karena jabatannya yang membuat
hakim bisa mengadili diluar petitum (ultra petita) agar menjamin hak bagi pihak
yang tidak hadir tanpa melanggar prinsip keadilan.

Perbedaan Jurnal yang ditulis oleh Abdul Jamil dan Muliadi Nur dengan
penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada objek kajian, jurnal

tersebut mengkaji perlindungan hukum dan keadilan para pihak secara luas
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tanpa mencantumkan satu pengadilan yang akan diteliti secara spesifik.
Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada satu Putusan
Pengadilan Agama Tanjungpinang. Persamaan dintara kedua penelitian ini
terdapat pada perlindungan hukum terhadap putusan verstek dengan melihat
kewenangan ex officio hakim sehingga menghasilkan putusan yang adil bagi

para pihak.

F. Kerangka Teori

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah serangkaian proses berfikir logis,
sistematis, dan yuridis yang dilakukan hakim untuk mengonstursikan
fakta hukum, menafsirkan aturan hukum, dan akhirnya menjatuhkan
putusan yang adil. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan
hakim merupakan dasar dari putusan. Pertimbangan ini memuat alasan-
alasan dan dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara.
Setiap putusan wajib menguraikan dasar fakta, norma hukum, serta
logika hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman. '

Dalam memutus perkara (termasuk cerai talak verstek) hakim

idealnya harus memenubhi tiga aspek dalam pertimbangannya :

4 A Salman Maggalatung, “Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum
Dalam Pertimbangan Putusan Hakim,” Jurnal Cita Hukum 2, no. 2 (2014): hlm 191.
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a. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan
pada pasal-pasal undang-undang, hukum acara, yurisprudensi,
atau peraturan lain yang relevan dengan fakta persidangan.

b. Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang yang
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, kondisi
sosisal ekonomi para pihak, serta dampak atau konsekuensi nyata
dari putusan tersebut bagi kehidupan para pihak pasca
persidangan.

c. Pertimbangan Filosofis merupakan pertimbangan yang didasarkan
pada hati nurani, moralitas, etika, dan prinsip-prinsip keadilan
universal.

2. Teori Keadilan

Pada tahun 1971 John Rawls mengemukakan teori keadilan yang
bersifat inovatif dan komprehensif.!> Keadilan ialah kondisi dimana
setiap individu memiliki kebebasan dan menerima hak yang setara
tanpa memandang latar belakang maupun kemampuan mereka. Namun
John Rawls juga menyadari adanya ketidaksetaraan sosial sehingga dia
berpendapat bahwa masyarakat harus memberikan perhatian kepada
mereka yang kurang beruntung.

John Rawls dalam teori Justice as Fairness menyatakan bahwa
masyarakat yang adil harus memberikan perhatian khusus kepada the

least advantaged, yaitu kelompok yang berada pada posisi paling

15 Sunaryo Sunaryo, “Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya,” Jurnal
Konstitusi 19, no. 1 (2022): hlm 2, https://doi.org/10.31078/jk1911.
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kurang beruntung dalam struktur sosial, ekonomi, maupun hukum.
Konsep ini merupakan bagian dari difference principle, yang
menghendaki bahwa setiap ketimpangan sosial dan ekonomi hanya
dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat sebesar-besarnya
kepada kelompok yang paling tidak diuntungkan. '°

Dalam konteks hukum keluarga, mantan istri dan anak setelah
perceraian sering kali termasuk dalam kategori the least advantaged.
Hal ini disebabkan karena mereka berada pada posisi yang lebih rentan,
baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum. Mantan istri berpotensi
kehilangan sumber nafkah setelah putusnya perkawinan, sedangkan
anak masih bergantung pada pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan,
dan pengasuhan dari orang tuanya. Oleh karena itu, perlindungan
terhadap hak-hak mereka menjadi bentuk konkret penerapan prinsip
keadilan menurut Rawls.

Teori keadilan ini digunakan untuk membedah pertimbangan hakim
dalam perkara cerai talak putusan verstek tanpa penetapan hak-hak
mantan istri pasca perceraian sehingga kedepannya terdapat persamaan
dengan putusan verstek cerai talak lainnya yang memberikan hak-hak
mantan istri.!” Putusan pengadilan tidak hanya harus sah secara
normatif, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif bagi para

pihak. Tidak diuraikannya alasan hukum tidak diberikannya nafkah

'® T J Gunawan dan MIMS ST, Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi
(Jakarta: Prenada Media, 2025), hlm 218.

17 Esti Royani, Pembagian harta bersama akibat perceraian yang berkeadilan Pancasila
(Zahir Publishing, 2021), hlm 45.
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mantan istri dan anak berpotensi menghilangkan rasa keadilan,
khususnya bagi pihak istri dan anak yang secara normatif dilindungi
hak-haknya pasca perceraian melalui ketentuan Pasal 149 Kompilasi
Hukum Islam.'®
3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh
perangkat hukum kepada setiap masyarakat yang memiliki sifat
preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Perlindungan hukum
sebagai gambaran dari fungsi hukum sehingga dapat memberikan
keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. '

Perlindungan hukum menurut Sajipto Rahardjo dalam (Fokky Fuad,
2020) merupakan mengayomi hak asasi manusia (HAM) yang
dirugikan oleh orang lain dan melindungi hak-hak yang bisa di nikmati
masyarakat oleh hukum.?® Menurut Muchsin dalam (Aulia Rahman
Hakim Hasibuan, 2025) perlindungan hukum terbagi menjadi dua,
yaitu: perlindungan hukum dari negara kepada masyarakat dan
perlindungan hukum dari masyarakat setempat.?!

Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk memberikan

bantuan kepada masyarakat melalui perlindungan hukum dari suatu

8 Darren Andreas dan Ariawan Ariawan, “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan
Verstek,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 7, no. 1 (2023): hlm 635,
https://doi.org/10.58258/jisip.v7il1.4483.

19 Oktir Nebi, Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: “Perspektif Teori Perlindungan
Hukum” (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), hlm 14.

20 Fokky Fuad dan Suparji Achmad, Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru 1, no. 1
(2020): hlm 57.

21 Aulia Rahman Hakim Hasibuan, Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban
(Serasi Media Teknologi, 2025), hlm 37.
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negara.?? Teori perlindungan hukum akan mengkaji sejauh mana Pasal
149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 41 huruf ¢ Undang-undang
No. 1 Tahun 1974, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2018 sebagai instrumen pengayoman terhadap hak-hak mantan istri dan
anak.

Ex Officio

Menurut Subekti dalam (Annisa Bintanh Cahyani, 2024) ex officio
dimaksud sebagai hak yang dimiliki karena jabatan yang tidak terikat
dengan permohonan dan tidak berdasar dari sebuah pengangkatan
maupun penetapan.”®> Meskipun tidak terdapat hak-hak mantan istri dan
anak dalam permohonan cerai talak, seorang hakim dapat memutuskan
hak mantan istri dan anak dengan menggunakan kewenangan ex officio
berdasarkan kemampuannnya untuk memberikannya.>*

Kewenangan tersebut juga dipertegas dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam Rumusan
Kamar Agama ditegaskan bahwa hakim dalam perkara cerai talak dapat

menetapkan kewajiban suami untuk membayar mut'ah, nafkah ‘Iddah,

22 Agustinus Sihombing, Hukum Perlindungan Konsumen (Sumatera Barat: CV. Azka
Pustaka, 2023).

2 Annisa Bintang Cahyafani, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai
Gugat Pada Pengadilan Tingkat Banding: Studi Putusan Nomor 329/Pdt. G/2022/PTA. Sby”
(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), hlm 7.

24 Muhammad Rifki Hanif, “Implementasi Hak Ex officio Hakim Terhadap Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan.” (UIN
KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025), hlm 85.
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natkah madhiyah, dan nafkah anak melalui kewenangan ex officio,
meskipun tidak dimohonkan dalam petitum, sepanjang istri tidak
terbukti nusyiz. Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2018 memperkuat penerapan kewenangan ex officio
sebagai dasar bagi hakim untuk memberikan perlindungan terhadap
hak-hak mantan istri dan anak serta mewujudkan keadilan substantif
dalam putusan perceraian.

Hakim sebagai aparat penegak hukum pada bidang yudikatif
memiliki kewajiban perlindungan hukum dan keadilan melalui
putusannya pada setiap pencari keadilan yang sesuai dengan keperluan
masyarakat.?> Kepemilikan hak ex officio oleh hakim merupakan usaha
untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, dikarenakan masih
banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang hak-hak yang
dimilikinya terutama seorang istri bila dicerai talak oleh suaminya, pada
saat itulah hakim harus menggunakan hak ex officio untuk memberikan
hak-hak tersebut kepada mantan istri yang diceraikan secara talak.?®

Hakim diperkenankan untuk tetap memberikan hak-hak termohon

(mantan istri) pasca perceraian meskipun perkara cerai talaknya diputus

25 Abdul Jamil, “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim
Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian,” Jurnal Hukum Ius Quia lustum faculty of law 29, no.
1 (2022): hlm 449, https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10.

26 Aas Tri Ariska dan Udin Latif, “Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim
Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai
Talak Di Pengadilan Agama Sorong,” MUADALAH: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2022): hlm 57.
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secara verstek (tanpa kehadiran termohon) dengan menggunakan ex

officio.”’

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk
memperoleh data yang akurat, dengan tujuan untuk menemukan,
mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat
digunakan untuk menguasai, menyelesaikan dan menyikapi masalah dalam
bidang tertentu.”® Selain itu, penting untuk dipahami bahwa metodologi
penelitian merupakan suatu cara atau usaha untuk mendapatkan data.?® Metode
penelitian membahas prosedur pelaksanaan penelitian serta strategi yang
diterapkan dalam penelitian tersebut. Sementara itu, metodologi penelitian
menjelaskan tahapan-tahapan terlibat dalam proses penelitian.

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian
hukum empiris®! Penulis akan melihat bagaimana hukum diterapkan

dalam kenyataan, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam

putusan cerai talak verstek nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi tanpa

27 M Ikhlasul Amal Siti Zulaicha, “Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah ¢ ‘Iddah
Istri Nusyiiz Pada Putusan Verstek,” Sakina: Journal of Family Studies 7, no. 1 (2023): hlm 55,
http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/j.

28 Eko Bambang, dkk, “Buku Ajar Metode Penelitian” (Kolaka, Sulawesi Tenggara: CV.
Batanghari Academia Indonesia Kolaka (BAIK), 2025), hlm 3.

2 Sina Ibnu, “Metodologi Penelitian,” Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, him 12.

30 Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Hukum Penelitian Normatif dan Empiris:
Edisi Kedua (Prenada Media, 2022), hlm 13.

3'Nanda Dwi R dan Hardi Fardiansyah, Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)
(Widina Media Utama, 2023), him 120.
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penetapan hak mantan istri dan anak. Penelitian ini tidak hanya
berfokus pada norma hukum tertulis tetapi juga melihat kenyataan yang
terjadi di lapangan, yaitu bagaimana hakim menafsirkan dan
menerapkan ketentuan hukum dalam memutus perkara tersebut.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum empiris memiliki beberapa pendekatan yang
diterapkan untuk menganalisis setiap permasalahan, yaitu :

a. Pendekatan Sosiologi Hukum, menganalisis faktor yang
menyebabkan tidak adanya penetapan hak mantan istri, anak dan
faktor tidak adanya pertimbangan hukum secara ekplisit yang
menjelaskan.

b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), penulis akan
menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan
tentang hak-hak perempuan pasca perceraian dan peraturan yang
berkaitan dengan putusan pengadilan yang harus mensyaratkan
bahwa putusan harus memuat dasar putusan.>?

c. Pendekatan Kasus (Case Approach), penulis akan menganalisis
pertimbangan  hakim  dalam  putusan  verstek  nomor
641/Pdt.G/2025/PA.Tpi yang sudah berkekuatan hukum tetap.*’

3. Sumber Hukum

32 Diah Puji Lestari, “Analisis yuridis normatif pemberian kompensasi perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang cipta kerja,” Jurnal Hukum Lex Generalis 3,
no. 5 (2022): hlm 342, https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160.

33 Dimas Assyakurrohim et al., “Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif,” Jurnal
Pendidikan Sains Dan Komputer 3, no. 01 (2022): hlm 3, https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951.
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Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan
sekunder, yaitu :

a. Data primer meliputi : dokumen asli putusan nomor
641/Pdt.G/2025/PA. Tpi serta wawancara dengan Bapak Drs.
Husnul Yakin, S.H., M.H sebagai hakim pembuat putusan dan Ibu
Hesti Syarifaini, S.H.I sebagai panitera.

b. Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang sudah
terdokumentasi dan digunakan sebagai pisau analisis. Data ini
dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Bahan hukum primer meliputi : UU Perkawinan, Kompilasi
Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan
Peraturan Mahkamah Agung.

2) Bahan hukum sekunder meliputi : buku, jurnal, makalah,
kamus hukum, literatur hukum dan bahan hukum tertulis yang
berkaitan dengan judul penulis.**

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan
menganalisis dokumen baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya
maupun elektronik. Penulis akan menganlisis berkas putusan

verstek nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi.

3% Suryanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan
Gabungan (Jawa Timur: Unigres Press, 2022), hlm 175.
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b. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh
kedua belah pihak, yaitu penulis sebagai pengaju dan pemberi
pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban, disini penulis
akan mewawancarai Bapak Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H sebagai
hakim yang mengeluarkan putusan dan Ibu Hesti Syarifaini, S.H.I
sebagai panitera.

5. Analisis Data
Teknik analisi data yang relevan dengan penelitian ini adalah

Analisis data deskriptif yang memiliki tiga langkah utama, yaitu :

a. Pengumpulan data (Data Collection) : langkah awal dimana
penulis mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan
obejak penelitian, baik berupa data primer dan data sekunder untuk
menjawab rumusan masalah, melalui dokumentasi dan wawancara.

b. Analisis data (Data Analysis) : penulis mengolah data yang telah
dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis data deskriptif.
Penulis akan mengkaji secara mendalam isi putusan, khususnya
pada bagian pertimbangan hakim, kemudian membandingkannya
dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori yang
digunakan dalam penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan (Conculusion) : Penulis menyusun jawaban
atas rumusan masalah secara jelas dan logis, sekaligus

mengemukakan temuan penelitian mengenai kesesuaian atau
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ketidaksesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum dan

teori yang digunakan sebagai pisau analisis.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan menjadi langkah penyusunan skripsi ini,
sebagai berikut :

Bab I :Bab ini berisi gambaran umum terkait topik yang akan diteliti, yang
terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori,
Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.
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